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BERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK 

NOMOR: 21 

PERATURAN BUPATI DEMAK 
NOMOR 21 TAHUN 2011 

TENTANG 

TAHUN 2011 

PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN DEMAK 
NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG PENGANGKATAN DAN 

PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA 

Men Im bang 

Menglngat 

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA 

BUPATI DEMAK, 

: a. bahwa guna mewujudkan terlaksananya pengangkatan · dan 
pemberhenttan Perangkat Desa telah dltetapkan Peraturan Oaerah 
Kabupaten Demak Nomor 3. Tahun 2011 tentang Pengangkatan dan 
Pemberhentlan Perangkat Desa ; 

b. bahwa untuk memberlkan aturan yang berslfat teknls dalam 
melaksanakan Peraturan Daerah dlmaksud agar terwuJud kesamaan 
persepsl dan . penafslrannya, dlpandang perlu menetapkan petunjuk 
pelaksanaan yang dapat dljadlkan pedoman; 

c. bahwa berdasarkan pertlmbangan sebagalmana dlmaksud dalam huruf 
a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupatl tentang Petunjuk 1 

Pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 
. 'tentang Pengangkatan dan Pe?'berhentian Perangkat Desa 

: 1 .Undang-Undang Nomor 13 Tahun · 1950 tentan~ Pembentukan 
Daerah-daerah Kabupaten Dalam Llngkungan Proplnsr Jawa Tengah 
(Berlta Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42); 

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209); 

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan 
Negara Yang Berslh dan Bebas darl Korupsl, Kolusl dan Nepotlsme 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851); 

' . . 
4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tenta11g Pembentukan 

Peraturan Perundang-undangan ( Lembarar Negara Republlk Indonesia 
Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Nomor 4389); 1 

' 5. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437) 
sebagalmana telah dlubah beberapa kall, terakhlr dengan Undang­
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas A1~dang­
Undang N9mor 32 Tahun 2004 tentang Pemerlntahan Daerah;/f( t... 



L 

\...., 

Menetapkan 

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Pertmbangan 
Keuangan · Antara Pemerlntah Pusat dan Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, · ' 
Tambahan Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4438); 

7. Peraturan Pemerlntah Nomor 16 Tahun 1976 tentang Perluasan · 
Kotamadya Daerah llngkat II Semarang (Lembaran Negara Republlk 

, Indonesia Tahun 1976 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4079); 

8. Peraturan Pemerlntah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran 
Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 54, Tambahan · 
Lembaran Negara Republlk Indonesia Nomor 4587) 

9. Peraturan Pemerlntah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman 
Pemblnaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerlntahan Daerah 
(Lembaran Negara Republlk Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, 
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593); 

10. Peraturan Pemerlntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembaglan 
Urusan pemerlntahan, antara Pemerlntah, Pemerlntah Derah Proplnsl 
dan Pemerintah Daerah Kabupaten/ Kota ( Lembaran Negara Republlk 
Indonesia Tahun 2007 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara 
Republlk Indonesia Nomor 4737); 

11. Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2007 tentang Persyaratan dan .., 
Tata Cara Pengangkatan Sekretarls Desa menjadl Pegawal Negerl Slpll 
(Lembaran Negara Rep11bllk Indonesia Tahun 2007 Nomor 94 ); 

12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemlllhan, Penetapan, dan Pengesahan badan 
Permusyawaratan Desa (BPD) ( Lembaran Daerah Kabupaten Demak 
Tahun 2007 Nomor 1 ); 

13. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 2 Tahun 2007 tentang 
Tata Cara Pencalonan, Pemllihan, Pengesahan, Pelantlkan, 
Pemberhenttan Sementara dan Pemberhentlan Kepala Desa (Lembaran 
Daerah Kabupaten Demak Tahun 2007 Nomor 2 ); 

14. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 3 Tahun 2011 tentang 
Pengangkatan dan Pemberhentlan Perangkat Desa; 

15. Peraturan Menter! Dalam · Negerl Nomor 50 Tahun 2007 tentang 
Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerlntah Nomor 45 Tahun 2007 
tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretarls Desa 
menjadl Pegawal Negerl Slpll; 

16. Peraturan Menter! Dalam Negerl Nomor 21 Tahun 2008 tentang 
Perubahan Atas Peraturan Meilterl Dalam Negerl Nomor 50 Tahun 2007 
tentang Ketentuan Pelaksanaan Peraturan Pemerlnta~ Nomor 45 Tahun 
2007 tentang Persyaratan dan Tata Cara Pengangkatan Sekretarls Desa 
menjadl PNS. 

MEMUTUSKAN : 
I 

PERATURAN BUPATI TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN 
. DAERAH KABUPATEN DEMAK NOMOR 3 TAHUN 2011 TENTANG 

PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESAf--~ 
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BAB.I 
KETENTUAN UMUM 

Pasal 1 

Dalam Peraturan Bupatl lnl yang dlmaksud dengan: 

1. Daerah adalah Kabupaten Demak; 

2. Kepala Daerah adalah Bupatl Demak; 

3. Pemerlntah Daerah adalah Bupatl dan Perangkat Daerah sebagal unsur 
Penyelenggara Pemerlntahan Daerah; 

4. Pemerlntahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan 
oleh Pemerlntah Daerah dan DPRD menurut asas otonoml dan tugas 
pembantuan dengan prlnslp Negara Kesatuan Republlk Indonesia 
sebagalmana dlmaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republlk · 

· Indonesia Tahun 1945 di Daerah; 

5. Camat adalah Pejabat Perangkat Daerah yang memlmpln 
penyelenggaraan pemerlntahan di wllayah Kecamatan; 

6. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memilikl batas-batas 
wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan 
masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat lstladat 
setempat yang dlakul dan dlhormatl dalam sistem Pemerlntahan 
Negara Kesatuan Rebubllk Indonesia; 

7. Pemerlntahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerlntahan oleh , , 
Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan Desa dalam mengatur 
dan mengurus kepentlngan masyarakat setempat berdasarkan asal usul 
dan adat lstladat setempat yang dlakul dan dlhonnatl dalam slstem 
Pemerlntahan Negara Kesatuan Republlk Indonesia; 

a: Pemerlntah Desa adalah Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagal 
unsur penyelenggara pemerlntahan desa; 

9. Kepala Desa adalah Pejabat yang memlmpln penyelenggaraan 
Pemerlntah Desa yang bertanggungjawab kepada Bupatl melalul ' 
Camat; · 

10. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya dlslngkat BPD adalah 
Lembaga yang merupakan perwujudan demokrasl dalam 
penyelenggaraan Pemerlntahan Desa sebagal unsur penyelenggara 
pemerlntahan desa; 

11. Perangkat Desa adalah Sekretarls Desa dan Perangkat Desa lalnnya. 
12. Pengangkatan adalah proses penglslan Perangkat Desa yang dllakukan 

melalul tahapan penelltlan persyaratan admlnlstrasl dan pelaksanaan 
ujlan penyaringan dan/ atau ujlan khusus 

13. Panltla Pengangkatan Perangkat Desa yang selanjutnya dlsebut Panltla ., 
Pengangkatan adalah Panltla yang dlbentuk oleh Kepala Desa yang 
keanggotaannya terdlrl dart anggota BPD dan Perangkat Desa yang 
bertugas menyelengga,akan kegiatan-keglatan yang berkaltan dengan 
pelaksanaan pencalonan dan pengangkatan Perangkat t>esa; 

14. Pendaftaran adalan suatu proses keglatan yang dilakukan oleh 
penduduk desa untuk mendaftarkan dlrl sebagal bakal calon perangkat 
desa; 

15. Penduduk adalah orang yang tercatat dan bertempat tlnggal di desa 
setempat; 4,-,~ 
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16. Bakal Calon adalah penduduk desa yang mendaft:arkan dlrl sebagal 
calon Peranglcat Desa; , 

17. Calon adalah bakal calon Perangkat Desa yang memenuhl syarat 
admlnlstrasl; 

18. Calon yang berhak dlangkat menjadl Perangkat Desa adalah calon yang 
memperoleh nllal tertlnggl darl akumulasl ujlan penyarlngan yang 
mellputl tes wawancara, tes pslkologl dan tes tertulls; 

19. Ujlan penyarlngan adalah kegiatan yang dilakukan oleh Panitia 
Pengangkatan untuk mengetahul kemampuan Calon Perangkat Desa 
yang mellputl tes wawancara, tes pslkologl dan tes tertulis; 

20. Ujlan khusus adalah ujlan dalam bentuk wawancara a1,:au praktek untuk 
calon perangkat yang menduduki jabatan modin; 

21. Dukuh adalah bagian wilayah dalam Desa 'yang merupakan lingkungan 
kerja pelaksanaan Pemerintahan Desa. 1 

BAB II 

LOWONGAN DAN PENGISIAN PERANGKAT DESA 

Pasal 2 

(1) Dalam hal terjadi lowongan Perangkat Desa, Kepala Desa segera , 
melapork~n lowongan kepada Bupatl lewat Camat; 

(2) Lapor1'n lowongan sebagalmana dimaksud pada ayat (1) dldasarkan 
pada Peraturan Desa tentang Struktur Organlsasl dan Tata Kerja 
Pemerintahan Desa yang telah dltetapkan. 

Pasal3 

(1) Dalam rangka untuk peng,awasan dan pemblnaan, maka penjadwalan 
penglslan lowongan jabatan Peranglcat Desa dllakukan oleh Bupatl 
setelah adanya laporan Kepala Desa; 

(2) Untuk eflsiensl dan efektifltas pelaksanaan pengisian lowongan 
Perangkat Desa dllakukan secara serentak per kecamatan setelah 
memperoleh persetujuan Bupati berupa Keputusan Bupatl tentang ' 
Penetapan Desa-Desa yang Menyelenggarakan Pengangkatan 
Perangkat Desa. · 

BAB Ill 

PANITIA PENGANGKATAN PERANGKAT DESA 

Baglan Kesatu 

Pembentukan 

Pasal 4 

(1) Panltla Pengangkatan dlbentuk oleh Kepala Desa dengan mellbatkan 
BPD yang dllaksanakan dalam rapat khusus untuk membahas hal 
tersebut, ' 

(2) Jumlah dan susunan Panltla sebagal dlmaksud ayat (1) yang berasal 
darl lembaga BPD dan Perangkat Desa dltentukan sebagal·berlkut: 

a. Dari unsur lembaga BPD yaltu 1/3 (satu per tlga) darl jumlah · 
anggota BPD; 

b. Dari unsur Perangkat DeSjl _!Jitu 1/3 (satu per tlga) darl jumlah · 
Perangkat Desa yang ada.rt:,,__ 
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Baglan Kedua 

Tugas Panltla 

PasalS 

(1) Panltla Pengangkatan dalam melaksanakan tugasnya mengacu pada 
tahapan-tahapan yang telah dltetapkan secara garis besar oleh Bupatl; 

(2) Tahapan-tahapan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) dltlndakianjutl 
oleh Panltla Pengangkatan secara rind untuk dltetapkan menjadl jadwal 
pelaksanaan pengangkatan Perangkat Desa; 

(3) Jadwal sebagalmana dlmaksud pada ayat (2), dlantaranya melll)utl : 
a. pembentukan Panltla Pengangkatan; 
b. pengumuman akan dilaksanakannya penglsian perangkat desa; 
c. pendaftaran bakal calon perangkat desa; 
d. penelitlan terhadap berkas persyaratan adminlstrasl bakai calon 

perangkat desa; 
e. penentuan bakal caion perangkat desa yang berhak menglkutl ujian 

penyartngan 
f. pelaksanaan perjanjlan kerja sama dengan plhak ketlga; 
g, penentuan waktu dan tempat pelaksanaan ujlan penyarlngan; 
h. pelaksanaan uJlan penyartngan yang bekerja sama dengan plhak 1 

ketlga; 
I. pengurriuman terhadap hasll ujlan penyarlngan; 
J. penetapan calon perangkat desa yang berhak dlangkat menJadl 

perangkat desa; 
k. laporan hasil pelaksanaan 'pengangkatan Perangkat Desa kepada 

Kepala Desa yang selanJutnya akan ditetapkan sebagai Perangkat 
Desa dengan Keputusan Kepala Desa; 

I. laporan penggunaan anggaran penglslan Perangkat Desa dan 
pembubaran Panltla Pengangkatan 

BAB IV 

PENDAFTARAN BA~L CALON 

Pasal6 
I 

(1) Penduduk desa yang berminat mendaftark~n dlrl sebagal bakal calon 
perangkat desa harus melengkapi persyaratan yang telah dltentukan 
serta menglsl' blanko-blanko yang dlslapkan oleh Panltla 
Pengangkatan; 

(2) Persyaratan sebagalmana dimaksud pada ayat (l!), harus' dilengkapi 
pada saat mendaftarkan dirl sebagai bakal calon perangkat desa, 
yaltu mellputi : 
a. Surat permohonan untuk menjadl bakal calon perangkat desa; 
b. Bl~nko lslan tentang pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang 

Maha Esa serta Setia dan taat kepada Pancasila dan Undang­
Undang Dasar 1945 

c. Foto kopl IJazah pendldikan secara berjenjang yang dlmillki yang 
teiah dliegallslr; 

d. Foto kopl Kartu Tand'a Penduduk dan Kartu Keluarga yang telah 
dliegallslr; k-e...__ 
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e. Foto kopl akta kelahlran/ akta kenal lahlr yang telah dilegalislr; 
, f. Surat keterangan sehat jasmani dan rohanl yang dikeluarkan oleh 

dokter · pemerlntah; 
g. Pas photo berwarna ukuran 4 x 6 cm 

(3) Persyaratan sehat Jasmanl dan rohanl sebagalmana dlmaksud pada 
ayat (2) huruf f adalah Juga termasuk bebas narkoba yang dlnyatakan 
dengan surat keterangan yang dlkeluarkan oleh pejabat/ lnstansl yang 
berwenang; 

(4) Khusus untuk bakal calon Kepala Dusun/ Bekel/ Kamltuwo, harus 
berasal darl dusun setempat dan telah bertempat tlnggal di dusun 
yang bersangkutan sekurang-kurangnya 2 (dua) tahun dengan tldak 
terputus-putus; 

(5) DI samplng persyaratan sebagalmana dimaksud pada ayat (2), Juga 
harus melamplrkan : 

a. vlsl dan mlsl bakal calon perangkat desa; dan 

b. Foto kopl Surat Keputusan dan/atau Surat !(eterangan Kepala Desa 
atau Pejabat yang berwenang lainnya tentang Pengabdlan di Desa 
dan/atau di lembaga Desa, bagl yang memlllkl. 

(6) Khusus untuk anggota Hanslp/ Linmas untuk memenuhl persyaratan 
memlllkl pengabdlan dlbuktlkan dengan foto kopl Kartu Tanda 
Anggota atau Keterangan darl Instansl yang berwenang; 

(7) Pengabdlan di lembaga Desa sebagalmana dlmaksud pada ayat (5) 
huruf b dluralkan sebagal berlkut : 

a. untuk lembaga RT dan RW yaltu pengurus harlan yang terdlrl 
Ketua, Sekretarls dan Bendahara; 

b. untuk lembaga LMD, BPD, LKMD, PKK dan Karang Taruna yaltu 
Ketua, Wakll Ketua, Sekretaris, Bendahara dan Seksl/ Anggota; 

c. untuk lembaga lalnnya yaltu Kader Posyandu, Sub Kllnlk Desa, 
Hanslp/ Llnmas dan Kader Pemberdayaan Masyarakat (KPM) 
berlaku perorangan; 

Pasal7 
(1) Bagi penduduk desa yang pernah menjadl Pegawal Negeri termasuk 

anggota TNI atau POLRI, Kepala Desa atau Perangkat Desa selama 
tidak pemah diberhentlkan dengan tidak hormat, dlperbolehkan 
mendaftarkan dlrl sebagal bakal calon Perangkat Desa; 

(2) Bagi mantan Kepala Desa yang mendaftarkan dlrl sebagal calon 
Perangkat Desa, Juga dlberlkan hak yang sama sebagal pengabdlan di 
desa yaltu tambahan skor nilal sebesar 10 % (sepuluh -persen) dari 
hasil uJlan akademls tertulfs. 

PasalB 
(1) Bagi anggota BPD yang lkut mendaftarkan dirl sebagal bakal calon 

perangkat desa harus non aktlf dengan mengajukan surat 
pemberltahlian secara tertulis kepada camat dengan tembusan Kepala 
Desa; · 

(2) Dalam hal anggota BPD sebagalmana dlmaksud ayat (1) dinyatakan 
sebagal calon yang berhak diangkat menjadl Perangkat Desa, maka 
pemberltahuan non aktif sekaligus berlaku sebagai pengunduran diri 
dari keanggotaan BPD; ,4:-~ . 

' 
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(3) Dalam hal anggota BPD sebagalmana dlmaksud ayat (1) dlnyatakan 
gagal sebagai calon yang berhak diangkat menjadi Perangkat Desa, 
maka masa berlakunya non aktlf yaitu sampai dllantlknya Perangkat 
Desa. 

Pasal9 

(:) Bagi Perangkat Desa yang ikut mendaftarkan dlrl sebagal bakai calon 
perangkat desa harus mengundurkan dlrl darl Perangkat Desa dengan 
cara mengajukan surat pengunduran dlri secara tertulis kepada Kepala 
Desa dengan tembusan Camat dan BPD; 

(2) Berdasarkan surat pengajuan dlri sebagalmana dimaksud pada ayat 
(1), Kepaia Desa mengeiuarkan Surat Keputusan Pemberhentian dan 
kepada . yang bersangkutan dlberikan penghargaan berupa hak 
pensiun sesuai peraturan yang berlaku apabila yang bersangkutan 
gagai sebagai calon Perangkat Desa yang berhak dlar\gkat; 

(3) Jabatan yang dltlnggalkan oieh Perangkat De~ sebagaimana 
dlmaksud ayat (1), yang berarti kosong dlusulkan untuk dllakukan , ' 
penglslan. 

BABY 

PENELillAN BERKAS DAN PELAKSANAAN KERJA SAMA 

Baglan Kesatu 

Penelltan berkas 

PasallO 

Guna memperoleh keabsahan terhadap persyaratan bakal calon perangkat 
desa khususnya tlngkat pendldlkan, Panitia Pengangkatan · dapat 
menyertakan pihak lain yaitu Dlnas Pendidikan, Pemuda dan Olah Raga, 
Unit Pelaksana Teknls (UPT) Dinas Pendidlkan, Pemuda · dan Olahraga, 
Pengawas Pendldlkan Agama Islam (WASPENDAIS), dan/atau Kantor 
Kementrlan Agama Kabupaten 

Baglan kedua 

Pelaksanaan Kerja sama 

Pasalll 

(1) Pelaksanaan ujian penyaringan dilakukan melalui kerja sama dengan 
plhak ketlga yaltu P1!merlntah Kabupaten, Perguruan llnggl· yang 
terakredltasl A dan lnstltusl yang berkompeten; 

(2) Perguruan llnggl yang terakredltasl A sebagaimana dlmaksud pada 
ayat (1) adalah jurusan kellmuan/ program studl pada fakultas; 

(3) Tata cara pengajuan kerja sama dengan plhak ketlga adalah sebagal 
berlkut: 

a. Panltia Pengangkatan mengajuan pennohonan kerja sama yang 
dltujukan kepada plmplnan pihak ketlga; 

b. Pennohonan sebagalmana dimaksud huruf a dllamplrl dengan 
jumlah jabatan perangkat desa yang akan dllsl dan jumlah calon; 

c. Pengajuan pennohonan dllakukan paling lambat 2 (dua) mlnggu 
sebelum pelaksanaan ujlan penyaringan. ~~ 
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(4) Pelaksanaan kerja sama dengan pihak ketlga sebagaimana dimaksud 
pada ayat (1) antara lain meliputl : 

a. pembuatan naskah soal ujlan dan mater! wawancara; 

b. penggandaan naskah soal ujian; 

c. koreksi dan pemberian nllal ujlan/ wciwancara; 

d. melaksanakan dan mengawasi ujian/ wawancara; 

e. penetapan nnat hasll ujlan/ wawancara. I 

BABVI 

UJIAN PENYARINGAN 
Baglan Kesatu 

Peserta ujlan 

Pasal12 

UJian penyaringan hanya dllkutl oleh bakal calon yang telah lolos tahap 
penelltian persyaratan adminlstrasl dan telah dltetapkan menjadl calon 
Perangkat Desa 

Baglan Kedua 

Urutan Pelaksanaan Ujlan 

Pasal 13 

(1) Ujian penyaringan dllakukan berdasarkan urutan nomor tes dengan 
mater! sebagal berikut : 
a. uJian wawancara 
b. ujlan/ tes pslkologl; 
c. ujlan akademis tertulls. 

c;,:) Khusus untuk Jabatan Modin, sebelum melakukan urutan ujlan · 
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dllakukan ujian khusus yang 
dapat bekerja sama dengan Kantor Urusan Agama (KUA) 

Bagian Ketiga 
Pelaksana Ujlan 

Pasal 14 

(1) Pelaksana terhadap ujlan wawancara sebagalmana dimaksud pada 
Pasal 13 ayat (1) huruf a yaltu : 
a. Unsur Pemerintah Kabupaten; 
b. Unsur Kecamatan; 
c. Kepala Desa. 

(2) Pelaksana terhadap ujlan tes pslkologi dan ujian, akademls tertulis ·. 
sebagalmana dimaksud pada Pasal 13 ayat (1) huruf b dan huruf c 

' yaltu plhak Perguruan Tinggl dan lnstltusl yang berkompeten. 

Baglan Keempat 
Materi Ujian 

Pasal15 

(1) Pelaksanaan ujlan wawancara sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 
ayat (1) huruf a· yaltu mellputl : 
a. Vlsl dan mlsl calon; ~ 
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·b. kemampuan calon dalam berkomunlkasl/ berpldato, 
c. penguasaan calon terhadap admlnlstrasl perkantoran dalam 

bldang surat menyurat, perencanaan dan pengetahuan tentang 
pemerlntahan desa. 

(2) Pelaksanaan ujlan/ tes pslkologl sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 
13 ayat (1) huruf b yaltu berupa soal-soal untuk menguJI tlngkat pslkls 
para calon; . 

(3) Pelaksanaan uJlan akademls tertulis sebagalmana dlmaksud dalam 
Pasal 13 ayat (1) huruf c yaltu mellputl : 
a. Pancaslla dan Undang-Undang Dasar 1945; 
b. Pengetahuan tentang Pemerlntahan Umum dan Pemerlntahan 

Desa; 
c. Pengetahuan umum. 

(4) Ujian khusus untukjabatan Modin, materlnya mellputl : 
a. Tata cara pengurusan Jenazah; 
b. Pengetahuan tentang faroid (hukum warls); 
c. Pengetahuan keagamaan lainnya. 

Bagian Kelima 

S~ndar Penilaian 

Pasal 16 

Guna memberlkan standar penllalan terhadap pelaksanaan uJlan 
wawancara dan ujlan khusus sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 13 ayat 
(1) huruf a dan Pasal 13 ayat (2), dlatur sebagai berikut : 

- Nllai terendah adalah 50 poln; dan 

- Nllal tertlnggl adalah 80 poin. 

BAB VII 

PENETAPAN CALON YANG BERHAK DIANGKAT 

MENlADI PERANGKAT DESA 

Pasal17 

(1) Calon Perangkat Desa yang telah mengikutl ujlan penyarlngan 
dllakukan pengumpulan nilal hasil darl 3 (tiga) Jenls pelaksanaan 
ujlan; 

(2) Nllal ~ang telah dikumpulkan sebagalmana dlmaksud pada ayat (1) 
dljumlahkan oleh Panltla Pengangkatan; 

(3) Bagi calon Perangkat Desa yang mempunyal pengalaman pengabdlan 
di lembaga desa, dlberlkan nllal/ skor sebesar 10 % (sepuluh persen) 
darl hasil ujlan akademls tertulls dan dltambahkan ,dengan nilai hasil 
darl 3 (tlga) Jenls ujlan sebagalmana dlmaksud ayat (1); 

(4) Dari hasll penjumlahan sebagalmana dlmaksud pada ayat (2) dan ayat i 
(3), untuk calon Perangkat Desa yang memperoleh nllal tertlnggl, · 
dltetapkan sebagal calon yang berhak dlangkat menjadl Perangkat 
Desa. 

Pasal18 

Nllal ujian yang dlperoleh oleh maslng-masing calon Perangkat Desa pada 
tlap jenls uJlan penyarlngan diklrlm,l<an kepada Panltla Pengangkatan 
d,mgan tembusan Bupatl dan Camat.l('~ 
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Pasal19 
Khusus untuk jabatan Modin, calon yang berhak dlangkat menjadi 
Perangkat Desa adalah calon yang memperoleh nilal tertinggi dari hasil 
uJlan sebagalmana dlmaksud dalam Pasal 17 ayat (1) dan ayat (3) dengan 
dltambahkan nilal hasll pelaksanaan ujlan khusus. 

Pasal20 
Dalam hal terdapat 2 (dua) orang atau iebih calon Perangkat Desa yang ·, 
memperoleh nllal sama dalam akumulasl nllal ujlan sebaga_lmana 
dlmaksud pada Pasal 17 ilyat (2) dan (3) serta uJlan khusus bagi calon 
Modin, maka bagl mereka yang memperoleh nllal sama tersebut dllakukan 
ujlan ulangan dengan materl uJlan akademls tertulls. 

Pasal 21 
(1) Pengumuman terhadap hasll ujlan penyarlngan dllakukan oleh Panitia 

Pengangkatan dalam rapat khusus; 

(2) Rapat khusus sebagalmana dlmaksud pada ayat (1), dlhadlri oleh 
Kepala Desa, BPD dan lembaga kemasyarakatan desa. 

Pasal22 
· (1) calon Perangkat Desa yang berhak dlangkat menjadl Perangkat Desa 

segera memenuhl persyaratan sebagaimana peraturan yang berlaku; 

(2) Persyaratan sebagaimana dlmaksud ayat (1) yaltu : 

a. Surat keterangan berkelakuan balk atau dengan lstllah lain dari 
Kepollslan; 

b. Surat keterangan tldak pernah dljatuhi pldana penjara berdasarkan 
keputusan pengadllan · yang telah memperoleh kekuatan hukum 
tetap karena melakukan tlndak pldana yang dlancam dengan 
pldana penjara paling lama S (lima) tahun atau leblh. 

Pasal23 
I 

Jlka calon yang berhak dlangkat menjadl Perangkat Desa tldak dapat 
niemenuhl persyaratan sebagatrnana diatur dalarn Pasal 22 ayat (2), rnaka 
dlnyatakan gugur dan digantlkan oleh calon Perangkat Desa yang 
mernperoleh nilal tertlnggl urutan kedua. 

Pasal24 
(1) Jlka calon yang berhak dlangkat menjadl Perangkat Desa telah 

memenuhl persyaratan sebagaimana dlmaksud Pasal 22 ayat (2), 
Kepala Desa mengeluarkan Keputusan Kepala Desa tentang 
Pengangkatan Menjadl Perangkat Desa dengan dlsertal penghasllan 
tetapnya yang dldasarkan pada Peraturan Desa tentang Kedudukan 
Keuangan Kepala Desa dan perangkat Desa; 

(2) Kepala Desa dapat rnengeluarkan Keputusan Pengangkatan 
sebagalrnana dlrnaksud pada ayat (1), setelah mendapatkan 
persetujuan tertulls dari camat berupa Keputusan carnat 'tentang 
Persetujuan Pen,.gangkatan Caton yang berhak dlangkat menjadi 
Perangkat Desa4""~ 

10 



BAB VIII 

PEMBIAYAAN 

Pasal 25 

Dalam hal mlnlmnya keuangan desa yang dikelola melalui Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Desa dan belum dianggarkannya dalam Anggaran 
Pendapat.an dan Belanja Daerah, sehlngga tldak dapat membantu 
membiayai proses pengisian Perangkat Desa, maka Panitia Pengangkat.an 
dapat merumuskan dan memusyawarahkan dengan plhak ketiga dan , , 
bakal calon dengan tet.ap memperhatlkan asas kewajaran dan kepatut.an. 

BAB IX 

SANKSI ADMINISTRASI PERANGKAT DESA DAN 

SEKRETARIS DESA YANG BERSTATUS PERANGKAT DESA 

Bagian Kesatu 

Perangkat Desa 

Pasal26 

(1) Sanksi admlnlstrasl berupa pemberhentian sement.ara Perangkat Desa 
yang dinyat.akan sebagai tersangka suatu tlndak pldana dapat 
dllakukan oleh Kepala Desa setelah memperoleh pemberit.ahuan 
tertulis dart pihak yang berwenang yaitu Kepolisian, Kejaksaan, Komisl 
Pemberant.asan Korupsl at.au lnstansl lain yang berwenang; 

(2) Terhadap hal tersebut pada ayat (1), temyat.a Kepala Desa tidak 
melakukan pemberhentlan sement.ara, maka Camat at.as nama Bupatl 
memberlkan teguran tertulls; ..., 

(3) Apablla teguran tertulls sebagalmana dimaksud pada ayat (2) tldak 
juga dilaksanakan oleh Kepala Desa, maka camat mengusulkan 
kepada Bupatl untuk memberikan sanksi sesual peraturan perundang­
undangan yang berlaku 

Baglan Kedua 

Sekretarls Desa yang berstatus 

Perangkat Desa 

Pasal27 

(1) Pelaksanaan pemberlan sanksl admlnlstrasl terhadap Sekret.arls Desa 
yang berstatus Perangkat Desa berlaku ketentuan peraturan 
perundang-undangan yang ·mengatur tent.ang Perangkat Desa; . 

(2) Sanksl admlnlstrasl sebagalmana dimaksud ayat (1) adalah berupa 
teguran, pemberhentlan sementara dan pemberhentlan tet.ap; 

(3) Pelaksanaan pemberlan sanksi administrasi sebagalmana dimaksud 
· ayat (1) dilakukan oleh Bupati at.au Pejabat yang ditunjuk.~ 
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Pasal28 
Dalam hal Perangkat Desa dan Sekretarls Desa yang berstatus Perangkat 
Desa yang dlberhentlkan sementara karena dlduga melakukan watu · 
tlndak pldana dan kemudlan dlnyatakan tldak bersalah, maka yang 
bersangkutan direhabllltasl dan dlkukuhkan kemball dalam Jabatannya 
setelah Kepala Desa atau Bupatl mendapat keter~ngan penghentlan 
penyldlkan (SP3) darl POLRI, PPNS, Kejaksaan, KPK atau lnstansl lain yang 
berwenang. 

BABIX 

KETENTUAN LAIN-LAIN 

Pasal29 
, (1) Dalam hal Perangkat Desa dllakukan rotasl jabatan untuk menata 

kemball struktur organlsasl dan tata kerja, tldak dlperbolehkan dllkutl 
dengan pengallhan tanah bengkok; 

· (2) Pemberhentlan Sekretarls Desa yang berstatus Perangkat Desa 
dllakukan oleh Bupatl atau pejabat lain yang ditunjuk; 

(3) Pemberhentlan Perangkat Desa yang Desanya berubah status menjadl 
Kelurahan dllakukan oleh Camat atas nama Bupatl; 

(4) Pemberlan penslun kepada Perangkat Desa sebagalmana dlmaksud 
pada ayat (3) berupa penggarapan tanah bengkok yang besarannya 
sesual dengan ketentuan yang berlaku; 

(5) Kepala Desa dalam melaporkan kepada Bupatl tentang lowongan 
Jabatan Perangkat Desa, harus dllamplrl dengan Peraturan Desa 
tentang: 

a. Struktur Organlsasl dan Tata Kerja Pemerlntah Desa; 

b. Kedudukan Keuangan Kepala Desa dan Perangkat Desa. 

BABX 
KETENTUAN PENUTUP 

Pasal 30 

Hal-hal yang belum dlatur dalam Peraturan Bupatl ini sepanjang mengenai 
teknis pelaksanaannya dlatur lebih lanjut oleh Bupati. 

Pasal 31 

Peraturan Bupatl ini mulal berlaku pada tanggal diundangkan. 

Agar setlap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan 
Peraturan Bupati lni dengan penempatannya dalam Serita Daerah 
Kabupaten Demak. 

Diundangkan di Demak Dltetapkan di Demak 
pada tanggal 7 o\t::ld;izr a011 pada tanggal 7 Oktober 2011 

Sr 

Diundangkan di Demak 
pada tanggal 7 Oktober 2011 
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DEMAK 

TTD 
POERWONO SASMITO 

BUPATI DEMAK 
TTD 

TAFTAZANI 

SERITA DAERAH KABUPATEN DEMAK TAHUN 2011 NOMOR 21 
Salinan Sesuai Dengan Aslinya 

Mengetahui 

Kepa~ukum 

Windu Sunardi, Sh. Mh 
Nip. 195911111986071 001 


